WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 9% TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KAWASAN KORIDOR JALAN HAYAM WURUK,

JALAN DR. CIPTO DAN KAWASAN ALUN-ALUN KOTA PEKALONGAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

bahwa dalam rangka mewujudkan pedoman terhadap
seluruh kegiatan pemanfaatan ruang dan pembangunan
di Kawasan Koridor Jalan Hayam Wuruk, Jalan Dr.
Cipto dan Kawasan Alun-alun Kota Pekalongan di
KelurahanKauman Kecamatan Pekalongan Timur maka
perlu disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
(RTBL) Kawasan Koridor Jalan Hayam Wuruk, Jalan Dr,
Cipto dan Kawasan Alun-alun Kota Pekalongan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011, Pasal
16 ayat (2) dan ayat (3) serta untuk kepentingan
pengendalian pemanfaatan ruang, perlu menetapkan
Rencana Tata Bangunan dan LingkunganKawasan
Koridor Jalan Hayam Wuruk, Jalan Dr. Cipto dan
Kawasan Alun-alun Kota Pekalongan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Tata
Bangunan dan LingkunganKawasan Koridor Jalan
Hayam Wuruk, Jalan Dr. Cipto dan Kawasan Alun-alun
Kota Pekalongan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun..........



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan
Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47253};

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5168);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188);

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21.....



Memperhatikan :

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3381);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2010-2020(Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2009 Nomor 3};

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15);

Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun
2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun
2011 Nomor 32);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah
Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2013 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:
06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  WALIKOTA  TENTANG RENCANA  TATA
BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN KORIDOR JALAN
HAYAM WURUK,JALAN DR. CIPTO DAN KAWASAN ALUN-
ALUN KOTA PEKALONGAN.



Sd

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu
Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari
sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis
daerah, kecamatan, dan kelurahan.

5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pekalongan, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Pekalongan.

6. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat
RTBL adalah panduan rancangan suatu kawasan untuk mengendalikan
pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan
lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi,
ketentuan  pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian
pelaksanaan (urban design and development guidelines) oleh pemerintah,
masyarakat dan swasta.

7. Kawasan adalah Kawasan Koridor Jalan Hayam Wuruk, Jalan Dr. Cipto
dan Kawasan Alun-alun Kota Pekalongan yang merupakan sebagian
wilayah Kelurahan Kauman di Kecamatan Pekalongan Timur.

BAB II
RTBL

Pasal 2

(1) RTBL Kawasan seluas * 60 (enam puluh) hektar yang berlokasi di

Kelurahan Kauman di Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
Provinsi Jawa Tengah.

(2) RTBL Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan
ditetapkan dalam Buku RTBL sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

RTBL Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dan
acuan yang harus ditaati dalam pelaksanaan pembangunan kawasan,
pemberian perizinan, perolehan hak-hak atas tanah, dan hal-hal lainnya
yang terkait dengan pemanfaatan ruang atau pembangunan Kawasan.



Pasal 4

Pelaksanaan pengawasan atas pembangunan Kawasan secara teknis
fungsional dilakukan oleh Dinas, sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN SANKSI
Pasal 5

Setiap pelaksanaan pembangunan Kawasan yang dilaksanakan tidak sesuai
dengan RTBL Kawasan dapat diberikan sanksi sesuai Peraturan Perundang-
undangan yvang berlaku.

BAB IV
PENUTUP

Pasal6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan diPekalongan
pada tanggal 3 Januari 2018

ALIKOTA AN,

M. SAELANY MACHFUDZ
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